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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari  hasil pembahasan diatas tentang perlindungan korban tindak pidana
pemerkosaan sebagaimana yang telah dibahas maka penulisan dapat mengambil

kesimpulan dari kedua Negara yaitu Indonesia dan Timor Leste sebagai berikut;

1. Perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum di
Indonesia dan Timor Leste bisa dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia
lebih baik dalam hal perlindungan terhadap korban di bandingan sistem hukum
yang berada di Timor Leste, hal ini bisa dilihat antara lain; di Indonesia sendiri
memiliki lembaga mandiri untuk melindungi korban vyaitu Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memberikan
perlindungan terhadap korban serta memperjuangkan diakomodasinya hak-hak
korban berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, sedangkan di
Timor Leste memiliki lembaga terkait yang bertugas memberikan perlindungan
terhadap korban maupun memperjuangkan hak-hak korban, tetapi lembaga

tersebut tidak berfungsi atau tidak berjalan lagi oleh karena kekurangan tersebut
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maka para korban di Timor Leste sangat tidak diperhatikan dan bahkan hukum

yang berlaku pun hanya memberi perhatian kepada pelaku kejahatan.

Memperbaharui perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan di Timor Leste
melalui inspirasi atas perlindungan korban di Indonesia, Perlindungan terhadap
korban kejahatan di Timor Leste masih sangat kurang, oleh karena itu dengan
kekurangan Pasal-Pasal dan Undang-Undang yang mengatur mengenai
perlindungan terhadap korban maka hakim dalam persidangan untuk mengadili
dan memutus kasus pemerkosaan harus sesuai dengan Undang-Undang yang
sudah ada tidak boleh memihak dari salah satu pihak. Dalam persidangan hakim
memberikan kebebasan berbicara dalam proses persidangan kepada korban,
memberikan hak-haknya sebagai korban dan memberikan kebebasan kepada
korban dalam mengikuti proses persidangan. Biasanya dengan kekurangan
Undang-Undang dan Pasal-Pasal maka hakim dalam persidangan menjatukan
pidana kepada pelaku pemerkosaan tidak sesuai dengan perbuatan pelaku karena
bukti dari korban dan saksi kurang kuat atau tidak lengkap. Untuk mencari jalan
keluar dari permasalahan tersebut diatas, maka Timor Leste dapat merujuk pada
Undang- Undang yang ada di Indonesia sebagai Negara yang pernah menguasai
Timor Leste dan melaksanakan peraturan internasional dalam hal perlindungan
korban sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam upaya melakukan

perlindungan korban.
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B. Saran
1. Pemerintah Timor Leste dapat membentuk lembaga-lembaga yang independen
yang bertugas untuk melakukan konseling dan penanganan perlindungan korban
kejahatan agar korban tersebut tidak terlantar serta memperjuangkan

diakomodasinya hak-hak korban.

2. Upaya perlindungan terhadap korban pemerkosaan di Timor Leste, Pemerintah
harus merancang Undang-Undang untuk mengakomodasi atau kelembagaan dan
penataan hukum yang khusus untuk bisa melindungi korban. Pemerintah ikut
bertanggung jawab dalam hal penanganan korban pemerkosaan, sehingga
korban bisa mendapatkan penanganan serta perhatian yang maksimal dan dapat

diberikan ganti kerugian yang di derita oleh korban.
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